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Pamc Buying Minyak Goreng -

Begitu Aa Barang Di Pasar
Langsung Diserbu I\Ilasyal'akat

Kelangkaan minyak goreng membuat masyarakat
membeli secara berlebihan atau melakukan aksi panic
'buying. Ada saja warga yang menimbun'minyak, buat

stok masak di rumah.

WAKILKetua MPR Syarief Ha
san mengingatkan, rakyat tidak -
-bisa disalalikan dengan keadaan

ini. Karena memang, minyak
goreng langka dan tidak ada ja-
minan harga yang wajar.

. “Saya minta segenap aparafur
Pemerintah tidak menuding rak-

- pintaSyarief dalam keterangan-

yat sebagai pihak bersalah atas

krisis minyak goreng yang sudah

terjadi selama berbulan-bulan,”

" nya, kemarin, " 1

Menurut Syarief, bagalmanarl

mungkin Pemerintah menuding

. dan menyalahkan warganya atag

aksipanic buying membeli dan

. menyimpan minyak goreng.

Selain tudingan ini tidak dapat

- dibuktikan, menyalahkan aksi

panic buying adalah bentuk
kegagalan Pemerintah menjamin

ketersediaan bahan pokok.

Bahkan, kata mantan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Mene-
ngah (UKM) ini, apa yang dila-
kukan Pemerintah selama krisis
minyak goreng, tidak berdampak
apa-apa terhadap stok dan harga
yang wajar.

Diberbagai daerail, dia?nenga-’ :

ku terus mendapatkan laporan
kelangkaan dan tingginya harga
bahan pokok di semua pasar tra-
disional maupun modern.
“Masyarakat kesulitan menda-
patkan minyak goreng di negara
surga sawit. Ini anomali sekaligus
fakta yang memilukan,” kritik
politikus Partai Demokrat ini.
Untuk itu, Syarief berharap
Presiden Jokowi mengingatkan
pembantu-pembantunya agar
segera menyelesaikan perkara
minyak goreng. Berkali-kali dia
mengingatkan Pemerintah agar

serius dan fokus menyelesaikan
perkara mendasar dan kebutuhan
pokok rakyat.

“Janganlah kita berbicara hal-
hal besar jika perkara mendasar
rakyat saja tidak dapat diselesai-
kan. Padahal rakyat tidak minta
yang muluk-muluk, cukupkan
kebutuhan mendasar, apalagi rak-
yat sudah terlampau menderita
di tengah pandemi Covid-19,”
tegasnya.

Selain.itu, Syarief mendesak,

persoalan ini diselesaikan dari
hulunya, membongkar krisis
minyak goreng dari akarnya.
Sungguh tidak dapat diterima
akal sehat jika negara penghasil
dan ekisportir sawit terbesar di
dunia mengalami kelangkaan
pasokan minyak goreng dalam
jangka waktu yang sangat lama.

Pemerintah mesti tegas menin-
dak berbagai pihak tidak bertang-
gung jawab yang menyebabkan
terjadinya krisis ini.

“Negara tidak boleh kalah dan
mengorbankan rakyatnya. Ke-
cuali akar persoalannya memang

di Pemerintah sendiri,” wanti-
wanti dia. ..

Sementara, Anggota Komisi VI
DPR Nusron Wahid mendesak
Menteri Perdagangan Muhammad
Lutfi segera mengambil kebijakan
larangan, ekspor CPO (Crude
Palm Oif). Hal ini guna mensta-
bilkan kepanikan di masyarakat
akibat kelangkaan minyak goreng.

“Sekarang saatnya Menteri
Perdagangan harus menunjukkan
taringnya. Larang ekspor CPO
unfuk sementara sampai harga
stabil,” usul Nuston dalam kete-
rangannya, kemarin,

Dengan cara itu, kata Nusron,
pésti akan ketahuan siapa pengu-
saha yangfidak toatfef i
penerapan  Domestic Mgk
Obligation (DMO) dan Domest
Price Obligation (DPO). . «

Setelah itu, cabut izin usaha
dan Hak Guna Usaha (HGU) in-
dustri dan pabrik yang tidak nurut
DMO dan DPO.

Menurut Nusron, kebijakan
DMO dan DPO ternyata tidak
mampu mengatasi kelangkaan

minyak goreng, Faktanya, saat ini
ribuan orang antre beli minyak
goreng terjadi di mana-mana.
Harga juga tidak sesuai dengan
patokan Rp 14 ribu per liter.
“Kebijakan DMO dan DPO
telat. Masyarakat kadung tidak
percaya. Panic buying terjadi di
mana-mana. Begitu ada barang di
pasar, langsung diserbu,” kritik
politikus Golkar ini.
Sebetulnya, kata Nusron, dua
pekan sebelum diberlakukan
DMO dan DPO pada Januari
Pemerintah sudah memberlaku-
kan single harga di konsumen
akhir Rp 14 ribu pet liter. Padahal

. harga keekogomian menurut
3 usaha R k@ﬁﬁ“p i
batnya, Pemerintah menstb-,

* sidi konsumen melalui produsen

sebesar Rp 5 ribu per liter.
Dalam praktiknya, produsen
masih kucing-kucingan dan
ogah-ogahan menjual-barang di
harga Rp 141ibu per liter. Alasan-
nya, ketakutan diaudit karena
terima subsidi, sehingga penim-
bunan terjadi di mana-mana. W TIF
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